BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

a. Kesediaan dan aksesibilitas pengelolaan BLT-Dana Desa di Desa Sawu menunjukan
bahwa masyarakat secara menyeluruh belum dapat memperoleh dokumen atau laporan
realisasi yang bersifat informasi publik kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh
situasi pandemi covid-19 sehingga akses informasinya hanya dapat dirasakan atau pun
informasinya hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam
urusan pengelolaan BLT-Dana Desa dan dalam pelaksanannya masyarakat tidak terlalu
mengetahui secara jelas mengenai pengelolaan BLT-Dana Desa.

b. Kendala pemerintahan desa dalam mensosialisasikan Kriteria penerima bantuan dan
pengelolaan BLT- Dana Desa kepada masyarakat desa disebabkan oleh situasi pandemi
covid-19. Dengan demikian berkaitan dengan data-data atau administrasi bagi penerima
bantuan kurang mendapat informasi.

c. Keterbukaan proses anggaran BLT-Dana Desa kepada masyarakat belum di laporkan
secara jelas dengan pola keterwakilan oleh kepala dusun, yang dilakukan dalam
penyusunan dan pengambilan keputusan program-program yang diajukan dalam
musyawarah bagikebutuhan masyarakat di Desa Sawu.

d. Regulasi pengaturan penggunaan dana desa pada masa pandemi covid-19 berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penggunaan dana desa untuk
penanganan covid-19 diatur dalam Permendes No 11 tahun 2019 tentang Penggunaan
Dana Desa 2020. Secara eksplisit aturan ini mengatur bahwa dana desa bisa dipakai
untuk langkah pencegahan di bidang sosial dasar, khususnya kesehatan masyarakat di

desa, di antaranya mengatur tentang kampanye pola hidup sehat dan bersih di desa.



5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap keberadaan dana desa khususnya BLT-
DD adalah sebagai berikut :

a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
Pemerintah desa harus mengupayakan agar informasi tentang BLT-DD dapat
tersampaikan kepada masyarakat lewat media atau keterwakilan salah satu
apparat desa untuk menyampaikan informasi. Sehingga akses informasi dan
dokumen penerima BLT-DD dapat dijangkau oleh masyarakat.

b. Kejelasan dan kelengkapan data
Sistem informasi berupa blog atau website harus juga diterapkan oleh aparat
Desa Sawu guna untuk mencantumkan informasi agar masyarakat bisa
mengakses, sehingga masyarakat tidak berpatokan pada baliho dan papan
informasi. Dengan demikian informasi kriteria penerima BLT-DD dan proses
pengelolaan anggaran dana desa tidak lagi menjadi kendala bagi masyarakat.

c. Keterbukaan Proses
Dalam proses validasi data atau tahap penetepan penerima bantuan BLT
pemerintah desa harus mengundang masyarakat untuk terlibat sehingga proses
pengelolaan dana desa dapat diketahui masyarakat. Harus ada pengawasan oleh
pemerintah kabupaten dan LSM sehingga tidak ada unsur penyalahgunaan dana
desa.

d. Regulasi
Pemerintah Desa Sawu harus membuat peraturan tentang pengelolaan BLT- DD
dengan rujukan regulasi dari pusat, agar setiap pelaksanaan penyaluran

anggaran tidak berpatokan aturan dari pusat dan pemerintah daerah.



DAFTAR PERTANYAAN
Kesediaan dan aksesbilitas dokumen

1. Apakah dokumen di balai Desa dengan mudah diperoleh masyarakat yang datang untuk
mengurus BLT Dana Desa?

2. Apakah dokumen tersedia bagi masyarakat yang ingin melihat proses pelaksanaan
program yang sudah disepakati dalam musrembangdes yang berkaitan dengan
penerima BLT Dana Desa?

3. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Sawu dalam menampung adanya
pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan prosedur penyaluran
BLT Dana Desa?

4. Apakah masyarakat memperoleh informasi yang seluas-luasnya yang berkaitan
dengan persyaratan dan Kriteria penerima BLT Dana Desa?

5. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa yang menjamin sistem standardisasi
agar penyaluran dilakukan secara merata?

6. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap penyediaan informasi tentang BLT

Dana Desa dalam penanggulangan covid-19
kejelasan dan kelengkapan

1. Apakah masyarakat mengetahui informasi proses pengelolaan Dana Desa dalam
penanggulangan covid-19?

2. Apa kriteria penerima kemudian dari semua nama penerima ada atau tidak yang tidak
memenuhi kriteria tetapi bisa menerima? kenapa dia bisa terima padahal tidak
memenuhi syarat?

3. Apasaja persyaratan yang dibutuhkan masyarakat kriteria miskin untuk menerima BLT
Dana Desa?

4. Adakah media publik yang terdapat di Desa Sawu untuk mempublikasikan segala
informasi terkait dokumentasi kegiatan desa yang sedang berlangsung untuk dapat

dipantau oleh setiap elemen masyarakat?

5. Apakah terdapat laporan berkala baik dari tim pelaksana desa maupun tim pelaksana

kegiatan mengenai pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa, dan masalah yang



dihadapi?

Keterbukaan Proses informasi BLT Dana Desa

1. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Sawu dalam menerapkan prinsip
transparansi BLT Dana Desa?

2. Bagaimana prosedur pengelolaan BLT Dana Desa yang dilakukan aparat pemerintah
Desa Sawu yang menjamin adanya sistem keterbukaan kepada publik dari seluruh
kegiatan yang telah dilakukan?

3. Apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Sawu dalam memberikan
informasi mengenai tanggungjawab pemerintah desa terkait BLT Dana Desa?

4. Apakah informasi yang berkaitan dengan kriteria penerima BLT diketahui oleh
masyarakat secara detail?

5. Siapa saja yang terlibat dalam proses penentuan penerima BLT Dana Desa?

6. Dimanakah tempat penyaluran BLT Dana Desa dilakukan agar masyarakat yang
memenuhi Kriteria penerima BLT datang bantuan tersebut?

7. Apakah dalam pertemuan rincian anggaran dana desa untuk penanggulangan covid-

19 melibatkan masyarakat?

Regulasi

1. Apa saja sanksi yang diberikan bila terjadi penyalahgunaan BLT Dana Desa tim
pelaksana kegiatan dan aparat desa?

2. Apa regulasi yang dipakai oleh pemerintah desa dalam menentukan penerima BLT
Dana Desa?

3. Apakah sudah ada sistem yang disediakan agar dapat diperoleh informasi oleh
masyarakat mengenai anggaran BLT?

4. Apa saja rujukan regulasi dari pemerintah desa kemudian pemerintah desa pake

rujukan regulasi yang mana dalam melakuakan penyaluran dan pengelolaan BLT Dana

Desa?
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